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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 337 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
WABAH COVID-19 DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa telah dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat
terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
akibat penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kontinjensi
Penanggulangan Bencana Wabah COVID-19 Tahun 2020
sehingga perlu ditetapkan status tanggap darurat bencana,;

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat
bencana di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS

' TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH COVID-19 DI WILAYAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19
di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 14
(empat belas) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai
dengan tanggal 2 April 2020.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19
dapat dilakukan apabila situasi masih dalam kondisi rawan dan
mengikuti Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana wabah
COVID-19 Tahun 2020.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tanggap Darurat
bencana wabah COVID-19 ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020




